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Abstrak   

Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap 
nasabah bank di Indonesia. Perbankan memegang peran penting 
dalam kehidupan finansial dan ekonomi masyarakat, namun 
nasabah rentan terhadap berbagai bahaya seperti kebangkrutan 
bank, eksploitasi informasi pribadi, dan penipuan. Makalah ini 
menganalisis berbagai aspek hukum perbankan, termasuk definisi 
perbankan, peran bank dalam perekonomian, jenis-jenis bank, hak 
dan kewajiban nasabah, dan perlindungan nasabah dalam transaksi 
perbankan. Makalah ini juga membahas hak nasabah atas informasi 
yang jelas dan transparan serta kewajiban nasabah untuk 
memberikan informasi yang akurat. Makalah ini menyoroti 
pentingnya regulasi yang kuat untuk melindungi nasabah bank dan 
mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan 
masyarakat untuk mencapai kerangka perlindungan hukum yang 
berkelanjutan. 
 

Abstract  
This paper discusses legal protection for bank customers in 
Indonesia. Banking plays a vital role in the financial and economic 
lives of the community, yet customers are vulnerable to various risks 
such as bank failures, exploitation of personal information, and 
fraud. This paper analyzes various aspects of banking law, including 
the definition of banking, the role of banks in the economy, types of 
banks, customer rights and obligations, and customer protection in 
banking transactions. It also discusses customer rights to clear and 
transparent information and customer obligations to provide 
accurate information. This paper highlights the importance of strong 
regulations to protect bank customers and encourages cooperation 
between the government, financial institutions, and the community 
to achieve a sustainable legal protection framework. 
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I. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 
Perbankan memegang peranan penting dalam kehidupan finansial dan ekonomi masyarakat di 
zaman modern. Dengan menawarkan berbagai layanan seperti kredit, tabungan, dan investasi, 
bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyalur dan penyimpanan uang, tetapi juga 
menjadi penggerak ekonomi. Akan tetapi, ada kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum 
bagi nasabah bank seiring dengan semakin bergantungnya masyarakat pada layanan perbankan. 
Sebagai pihak yang mempercayakan dananya kepada bank, nasabah rentan terhadap sejumlah 
bahaya, seperti kemungkinan kebangkrutan bank, eksploitasi informasi pribadi, serta 
kemungkinan penipuan dan kecurangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik 
di dalam maupun di luar lembaga keuangan. Perlindungan hukum sangat penting bagi nasabah 
bank karena kerugian finansial yang mungkin mereka alami dapat berdampak pada kepercayaan 
individu dan masyarakat terhadap sistem perbankan negara. Kepercayaan ini penting karena 
tanpanya, masyarakat mungkin enggan menggunakan layanan perbankan, yang pada akhirnya 
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akan membuat sektor keuangan negara menjadi kurang stabil. Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kebijakan lain yang 
bertujuan untuk melindungi hak-hak nasabah hanyalah beberapa dari sekian banyak peraturan 
perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan nasabah. Meskipun 
demikian, masih banyak kasus di mana hak-hak nasabah diabaikan atau bahkan dilanggar, yang 
menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan saat ini dengan 
penerapannya dalam praktik. 
Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan layanan perbankan berbasis internet, 
pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi konsumen bank di Indonesia menjadi semakin 
rumit. Ada beberapa masalah baru terkait keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi 
sebagai akibat dari transformasi digital bank untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi 
layanan. Peretasan, serangan siber, dan kebocoran data konsumen merupakan risiko serius yang 
dapat mengakibatkan kerugian finansial dan pelanggaran privasi. Dalam hal ini, diperlukan 
pendekatan hukum yang lebih fleksibel terhadap pengembangan teknologi karena pembatasan 
yang berlaku saat ini sering dianggap tidak cukup untuk mengantisipasi bahaya yang terkait 
dengan digitalisasi perbankan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konsumen memiliki 
perlindungan hukum baik untuk layanan tradisional maupun layanan digital yang semakin 
populer. Bank dan nasabah memiliki hubungan asimetris di mana bank, sebagai penyedia jasa 
keuangan, biasanya memiliki posisi yang lebih dominan daripada nasabah. Nasabah berada 
dalam posisi yang rentan akibat ketidakseimbangan ini, terutama ketika berhadapan dengan 
masalah yang rumit seperti penagihan utang, biaya administrasi yang tidak jelas, atau informasi 
yang tidak jelas tentang produk bank. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki kewajiban 
untuk menginformasikan kepada nasabah tentang semua barang dan jasa yang mereka berikan 
dengan cara yang jelas, akurat, dan transparan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan 
bahwa masih banyak nasabah yang merasa dirugikan karena minimnya pengetahuan atau 
pemahaman mereka, oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk mengutamakan 
keterbukaan dan akuntabilitas saat menjalankan kegiatan operasionalnya. 
Berbagai strategi hukum dapat dipertimbangkan untuk memberikan perlindungan hukum yang 
lengkap kepada nasabah. Strategi ini berkisar dari strategi preventif yang melibatkan 
peningkatan literasi keuangan hingga strategi represif yang melibatkan penegakan hukum atas 
pelanggaran hak nasabah. Sebagai regulator industri jasa keuangan, OJK berperan penting dalam 
memantau praktik perbankan yang etis dan bertanggung jawab serta memberikan sanksi berat 
kepada bank yang melakukan perilaku tidak etis. Efektivitas fungsi regulasi ini terkadang 
dipertanyakan, terutama saat menangani situasi penting yang mengakibatkan kerugian finansial 
bagi banyak nasabah. Oleh karena itu, untuk mencapai kerangka perlindungan hukum yang kuat 
dan berkelanjutan bagi nasabah bank, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga 
keuangan, dan masyarakat. Diharapkan makalah ini akan menyoroti berbagai isu yang terus 
menghambat perlindungan hukum bagi nasabah bank, serta berbagai inisiatif dan taktik yang 
dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan ini di masa mendatang. 
b. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan suatu penelitian kualitatif, yakni suatu jenis penelitian yang akan 
menghasilkan data-data dengan bentuk deskriptif yang kemudian nantinya diuraikan dengan 
katadan kalimat yang disusun secara tertulis. Bertujuan untuk memahami secara lebih lanjut 
mengenai fenomena-fenomena hukum yang ada dalam masyarakat. Menggunakan metode 
penelitian yuridis empiris, yang menelaah kesesuaian antara penerapan hukum yang ada dengan 
kenyataan yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari penelitian yuridis empiris ini adalah untuk 
mengumpulkan fakta-fakta dan menggunakan fakta tersebut sebagai data penelitian, yang 
kemudian akan dianalisis dan diidentifikasi untuk menemukan solusi atas masalah yang ada. 
 

II. PEMBAHASAN 
A. Definisi Perbankan 
Dalam konteks hukum perbankan, “perbankan” mengacu pada keseluruhan sistem dan 
operasional yang terkait dengan lembaga-lembaga yang bertujuan mengambil uang dari 
masyarakat umum dalam bentuk tabungan dan mengembalikannya kepada mereka dalam 
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bentuk kredit atau pinjaman. Untuk mendukung efisiensi operasional perekonomian, 
perbankan juga mencakup sejumlah jasa keuangan lainnya. Peraturan yang mengatur 
operasional dan kegiatan bank, hak dan kewajiban bank dan nasabah, pengawasan otoritas 
perbankan, serta upaya menjaga stabilitas sistem keuangan semuanya tercakup dalam undang-
undang perbankan. Dengan mencegah kerugian bagi konsumen dan perekonomian secara luas, 
peraturan ini berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. 
 
Perbankan merupakan organisasi yang berperan sebagai pilar utama intermediasi keuangan, 
bertindak sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan uang (peminjam) dan pihak yang 
mempunyai uang lebih (penabung). Selain memfasilitasi kegiatan ekonomi dengan 
menawarkan metode kredit dan pembayaran, tujuan utama perbankan adalah membantu 
individu dan bisnis mengelola kekayaan mereka dengan lebih efektif. Namun, kerangka hukum 
yang diberikan oleh undang- undang perbankan memastikan bahwa bank melaksanakan 
tugasnya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Aspek hukum perbankan yang diatur 
antara lain aturan permodalan, manajemen risiko, struktur perbankan, pengawasan penegakan 
hukum, dan perlindungan konsumen. Krisis keuangan yang mungkin disebabkan oleh 
manajemen yang buruk atau praktik bank yang tidak etis dimaksudkan untuk dihindari melalui 
pengawasan ketat dari badan pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menjaga 
stabilitas dan kepercayaan pada sistem keuangan, undang-undang perbankan juga mengatur 
aturan-aturan yang berkaitan dengan likuidasi dan kebangkrutan bank, serta penyelesaian 
sengketa antara konsumen dan bank. 
 
Selain itu, perlindungan nasabah merupakan aspek krusial dalam hukum perbankan yang 
diatur secara menyeluruh. Perlindungan ini mencakup sejumlah bidang, termasuk keamanan 
simpanan, hak nasabah atas informasi yang dapat dipahami dan transparan tentang produk 
perbankan, dan pertahanan terhadap praktik berbahaya seperti penipuan dan penyalahgunaan 
data. Misalnya, jika terjadi kegagalan bank, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di 
Indonesia bertanggung jawab menjaminsimpanan nasabah hingga jumlah tertentu. Nasabah 
merasa aman bertransaksi dengan bank ketika terdapat peraturan yang jelas dan perlindungan 
hukum yang kuat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 
perbankan secara keseluruhan. 
 
B. Peran Bank dalam Perekonomian 
Dalam perekonomian saat ini, bank memainkan peran penting. Sebagai lembaga keuangan, 
bank berperan sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan uang (debitur) dan pihak 
yang mempunyai uang lebih (saver). Dalam peran ini, bank menawarkan berbagai layanan yang 
mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk investasi, pinjaman, dan tabungan. Peran 
intermediasi keuangan ini memastikan bahwa modal perekonomian dapat didistribusikan 
secara efektif untuk berbagai upaya produktif, termasuk infrastruktur, bisnis, dan kemajuan 
teknologi. 
Selain itu, bank berperan penting dalam mengatur jumlah uang yang beredar dalam 
perekonomian. Bank komersial berpartisipasi dalam penciptaan dan peredaran uang serta 
penetapan suku bunga melalui kebijakan moneter bank sentral. Misalnya, bank dapat 
mempengaruhi jumlah investasi dan konsumsi dalam perekonomian dengan mengubah tingkat 
suku bunga pinjaman. Hal ini menjaga pasar tetap stabil, mengurangi inflasi, dan 
mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 
 
Melayani sebagai penyedia layanan pembayaran merupakan peran tambahan yang sama 
pentingnya. Melalui berbagai metode pembayaran tunai dan non-tunai, termasuk kartu kredit, 
mobile banking, dan transfer elektronik, bank memungkinkan transaksi ekonomi. Bank kini 
berperan penting dalam memfasilitasi transaksi lintas negara dan e-commerce dalam 
perekonomian yang semakin digital. Aliran uang perekonomian dipercepat dan 
disederhanakan berkat kemampuan bank untuk memasukkan teknologi ke dalam layanan 
keuangan, yang pada akhirnya mendorong ekspansi bisnis dan perdagangan internasional. 
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Selain itu, bank berkontribusi terhadap pengurangan risiko keuangan. Bank membantu 
masyarakat dan dunia usaha mengelola risiko yang mungkin mereka hadapi, termasuk risiko 
pasar, risiko kredit, dan fluktuasi nilai tukar, dengan menawarkan berbagai produk keuangan 
seperti asuransi dan instrumen derivatif. Pelaku ekonomi diberikan rasa aman melalui fungsi 
ini sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Karena sistem 
keuangan yang sehat dan stabil akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan 
perekonomian, kepercayaan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian. 
 
Selain fungsi-fungsi tersebut, bank mendukung pertumbuhan sektor riil dengan menyediakan 
pendanaan untuk proyek-proyek besar dan berjangka panjang. Investasi besar diperlukan 
untuk berbagai strategi sektor, termasuk manufaktur, transportasi, energi, dan infrastruktur, 
dan modal swasta atau perusahaan saja tidak dapat membiayai hal tersebut. Saat ini, bank 
menyediakan modal melalui program pembiayaan seperti obligasi, kredit sindikasi, dan 
pinjaman komersial. Keterlibatan bank dalam mendanai industri-industri ini mendorong 
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, penciptaan kewirausahaan dan inovasi dengan 
memberikan akses terhadap modal kepada usaha kecil dan menengah (UKM), yang seringkali 
menjadi penggerak perekonomian, khususnya di negara-negara berkembang. Bank dapat 
menutup kesenjangan akses terhadap permodalan dengan menawarkan layanan keuangan 
yang inklusif dan fleksibel, yang pada akhirnya mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk 
berpartisipasi aktif dalam perekonomian. 
 
C. Jenis-Jenis Bank 
Perbankan dapat dibedakan berdasarkan beberapa faktor, antara lain kepemilikan, fungsi, dan 
operasional bisnis. Secara umum bank dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang masing-
masing mempunyai fungsi dan ciri yang unik. Penting untuk memahami klasifikasi ini untuk 
memahami bagaimana bank mendukung perekonomian secara keseluruhan dan berfungsi 
sesuai dengan peraturan terkait. 
 
Berdasarkan perannya, bank terbagi dalam tiga kategori: bank sentral, bank umum, dan bank 
perkreditan rakyat (BPR). Peran bank sentral, seperti Bank Indonesia, adalah mengendalikan 
dan memelihara stabilitas moneter melalui pengelolaan kebijakan moneter, pengendalian aliran 
uang, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Bank komersial menawarkan berbagai layanan 
keuangan, termasuk kredit, tabungan, dan pembayaran, serta mampu melayani seluruh 
masyarakat. Sebaliknya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak melakukan transaksi 
internasional dan mempunyai tanggung jawab lebih sedikit, terutama dalam melayani usaha 
kecil dan menengah (UKM). Bank dikategorikan menurut kepemilikannya selain fungsinya. 
Bank pemerintah, bank swasta, dan bank gabungan semuanya tersedia. Bank pemerintah, 
seperti Bank Mandiri dan BNI di Indonesia, adalah lembaga keuangan yang mayoritas 
sahamnya dimiliki oleh negara. Kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah didukung oleh 
bank ini. Pihak swasta, baik domestik maupun asing, memiliki bank swasta, seperti Bank 
Central Asia (BCA). Ketika pihak lokal dan asing bekerja sama, mereka menciptakan bank 
campuran, di mana masing-masing pihak memiliki sebagian sahamnya. 
 
Berdasarkan kegiatan usahanya, bank adalah jenis lain. Baik bank konvensional maupun bank 
syariah ada. Bank tradisional menggunakan sistem berbasis bunga untuk sejumlah produk 
perbankan, termasuk kredit dan tabungan. Bank syariah, sebaliknya, berfungsi sesuai dengan 
prinsip syariah Islam, yang melarang bunga (riba) dan menganjurkan pembagian keuntungan 
dan kerugian dalam semua transaksi. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah juga 
mengedepankan nilai-nilai keadilan, kerjasama, dan keterbukaan. Secara keseluruhan, berbagai 
jenis bank tersebut mempunyai peran yang vital dalam menjaga kelancaran sistem keuangan 
dan perekonomian suatu negara. Setiap jenis bank beroperasi dalam kerangka hukum yang 
berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Undang-undang perbankan memberikan landasan 
yang jelas dalam mengatur operasional bank, mulai dari pendirian, pengawasan, hingga 
kegiatan usaha yang diperbolehkan. Hal ini bertujuan untukmenciptakan stabilitas keuangan 
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dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. 
 
Selain klasifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, bank juga dibagi menjadi bank domestik 
dan bank internasional menurut wilayah operasionalnya. Bank domestik adalah bank yang 
kegiatannya dibatasi di negara tempat mereka berada dan diatur oleh undang-undang 
setempat. Misalnya, bank-bank di Indonesia hanya memberikan layanan kepada nasabah di 
wilayah Indonesia dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). Bank internasional, sebaliknya, memiliki jaringan yang lebih besar, melayani 
transaksi lintas batas dan memiliki cabang di banyak negara. Karena mereka menangani valuta 
asing, memfasilitasi transfer uang antar negara, dan menawarkan layanan perbankan kepada 
perusahaan multinasional, bank-bank internasional ini sangat penting bagi perdagangan 
internasional dan investasi asing. Bank internasional harus mematuhi standar internasional 
yang ditetapkan oleh Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan dan undang-undang 
perbankan di setiap negara tempat mereka menjalankan bisnis. Karena menyangkut peraturan 
internasional dan standar global yang harus dipatuhi oleh bank- bank yang beroperasi di kancah 
internasional, klasifikasi berdasarkan wilayah operasional ini semakin memperumit hukum 
perbankan. 
D. Hak dan Kewajiban Nasabah Bank 
Nasabah bank memiliki hak yang harus dihormati oleh pihak bank dan lembaga keuangan 
lainnya. Hak pertama yang paling mendasar adalah hak atas layanan yang memadai dan 
profesional. Setiap nasabah berhak menerima layanan yang diberikan dengan kualitas yang 
sesuai dengan standar yang berlaku. Layanan tersebut harus mencakup kemudahan akses 
terhadap produk-produk perbankan, baik itu produk simpanan, kredit, investasi, atau layanan 
lainnya. Nasabah juga berhak atas layanan yang transparan. Bank wajib menjelaskan secara 
rinci mengenai setiap produk yang ditawarkan, termasuk risiko-risiko yang mungkin timbul, 
biaya-biaya yang harus ditanggung, serta manfaat dari produk tersebut. Selain hak-hak terkait 
layanan, nasabah juga memiliki hak atas keamanan dan kerahasiaan data pribadi mereka. Data 
yang diberikan kepada bank seperti nomor identitas, informasi keuangan, dan data pribadi 
lainnya harus dijaga dengan ketat. Bank wajib melindungi data ini agar tidak disalahgunakan 
oleh pihak lain. Kerahasiaan ini juga mencakup aktivitas keuangan nasabah seperti mutasi 
rekening, saldo, dan transaksi yang dilakukan. Setiap informasi tersebut hanya boleh diakses 
oleh nasabah yang bersangkutan atau pihak yang telah diberi wewenang. 
 
Hak lainnya adalah hak untuk mengajukan keluhan atau komplain jika merasa dirugikan oleh 
layanan bank. Nasabah berhak meminta penjelasan atau solusi jika terjadi kesalahan transaksi, 
biaya yang tidak wajar, atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Bank wajib 
menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas, dengan tenggat waktu penyelesaian yang 
wajar. Selain itu, nasabah juga memiliki hak 
untuk memanfaatkan fasilitas layanan perbankan secara penuh sesuai dengan perjanjian awal 
yang telah dibuat. 
 
Di sisi lain, nasabah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu 
kewajiban utama adalah kewajiban memberikan informasi yang akurat dan lengkap saat 
mendaftar atau membuka rekening di bank. Informasi ini mencakup identitas pribadi, data 
finansial, serta informasi lainnya yang diminta oleh bank. Jika nasabah memberikan data yang 
salah atau menyesatkan, hal ini bisa berdampak pada kerugian, baik bagi nasabah itu sendiri 
maupun bagi bank. Nasabah juga wajib menjaga instrumen perbankan mereka dengan baik, 
seperti kartu ATM, token, atau akses ke akun perbankan online. Kebocoran informasi atau 
hilangnya alat-alat ini bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan yang merugikan nasabah. 
Oleh karena itu, nasabah diwajibkan menjaga kerahasiaan PIN, password, atau kode akses 
lainnya dan tidak membagikannya kepada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Dalam 
hal transaksi keuangan, nasabah juga memiliki kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan 
yang telah disepakati, seperti pembayaran tagihan kartu kredit, pinjaman, atau cicilan lainnya 
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat 
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berakibat pada penalti atau sanksi dari pihak bank. 
 
E. Perlindungan Nasabah dalam Transaksi Perbankan 
Perlindungan nasabah dalam transaksi perbankan merupakan aspek yang sangat penting untuk 
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Nasabah harus merasa aman 
ketika melakukan berbagai transaksi keuangan, baik secara langsung di kantor cabang maupun 
melalui layanan digital seperti internet banking atau mobile banking. Perlindungan ini 
mencakup beberapa aspek, mulai dari keamanan sistem teknologi yang digunakan hingga 
jaminan perlindungan hukum bagi nasabah. 
 
Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh bank adalah keamanan sistem teknologi 
informasi. Bank modern menggunakan berbagai sistem keamanan yang canggih untuk 
melindungi data dan transaksi nasabah. Teknologi enkripsi, misalnya, digunakan untuk 
mengamankan data nasabah yang dikirimkan melalui jaringan internet agar tidak dapat diakses 
oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, bank juga menerapkan mekanisme otentikasi 
ganda (two-factor authentication) untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan 
oleh nasabah memang benar-benar dilakukan oleh pihak yang berwenang. Bank juga 
melakukan pemantauan secara real- time terhadap aktivitas nasabah untuk mendeteksi adanya 
transaksi yang mencurigakan. 
 
Selain keamanan teknologi, perlindungan hukum juga merupakan bagian penting dari 
perlindungan nasabah. Setiap negara biasanya memiliki regulasi yang mengatur tentang 
perlindungan nasabah, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi 
perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter. Di Indonesia, misalnya, Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi industri perbankan dan 
memastikan bahwa setiap bank mematuhi aturanyang telah ditetapkan. Bank yang melanggar 
ketentuan tersebut bisa dikenai sanksi, baik berupa denda maupun pencabutan izin operasional. 
 
Di samping itu, bank juga diwajibkan memberikan informasi yang jelas kepada nasabah tentang 
risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam setiap transaksi. Misalnya, ketika nasabah ingin 
melakukan investasi, bank harus memberikan penjelasan mengenai potensi keuntungan dan 
kerugian yang bisa terjadi. Begitu juga dengan layanan kredit, bank harus transparan mengenai 
bunga yang dikenakan, biaya tambahan, serta konsekuensi jika terjadi keterlambatan 
pembayaran. Perlindungan ini bertujuan agar nasabah bisa membuat keputusan yang tepat 
berdasarkan informasi yang lengkap dan jelas. 
 
Untuk mendukung perlindungan nasabah, bank juga memiliki kewajiban untuk menyediakan 
saluran pengaduan yang mudah diakses. Nasabah yang merasa dirugikan atau mengalami 
masalah dalam transaksi dapat mengajukan keluhan melalui layanan pelanggan yang 
disediakan oleh bank. Bank diwajibkan untuk menindaklanjuti setiap keluhan dengan cepat dan 
memberikan solusi yang tepat. Selain itu, otoritas perbankan seperti OJK juga menyediakan 
mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi nasabah yang merasa tidak puas 
dengan penyelesaian yang diberikan oleh bank. 
 
F. Hak-hak dan Kewajiban Nasabah atas Informasi 
Salah satu hak utama yang dimiliki oleh nasabah bank adalah hak atas informasi yang jelas, 
akurat, dan transparan mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Bank harus 
memberikan informasi yang lengkap kepada nasabah, baik sebelum, selama, maupun setelah 
penggunaan produk atau layanan perbankan. Informasi ini mencakup berbagai hal, seperti fitur 
produk, syarat dan ketentuan penggunaan, biaya yang harus dibayarkan, serta risiko yang 
mungkin timbul dari penggunaan produk tersebut. Dalam konteks produk kredit, misalnya, 
nasabah harus diberi penjelasan lengkap mengenai suku bunga, tenor pinjaman, biaya 
administrasi, serta denda yang akan dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran. 
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Hak atas informasi juga mencakup pemberitahuan jika ada perubahan dalam kebijakan bank 
yang dapat mempengaruhi penggunaan produk atau layanan perbankan. Jika, misalnya, bank 
memutuskan untuk menaikkan suku bunga kredit atau mengubah biaya administrasi, nasabah 
harus diberi tahu terlebih dahulu agar mereka dapat mempertimbangkan apakah akan 
melanjutkan penggunaan layanan tersebut atau tidak. Informasi ini harus diberikan dalam 
bahasa yang mudah dipahami oleh nasabah, baik secara tertulis maupun melalui media lain 
seperti email atau SMS. 
 
Di sisi lain, nasabah juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan 
lengkap kepada bank. Kewajiban ini berlaku saat nasabah membuka rekening, mengajukan 
kredit, atau menggunakan produk perbankan lainnya. Informasi yang diberikan oleh nasabah 
harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena data ini akan digunakan oleh bank untuk 
mengevaluasi kelayakan nasabah dalam menggunakan produk atau layanan tertentu. Jika 
nasabah memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap, hal ini bisa berdampak pada 
keputusan yang diambil oleh bank, dan dalam beberapa kasus bisa berujung pada penolakan 
layanan atau bahkan masalah hukum. 
 
Selain memberikan informasi yang benar, nasabah juga wajib membaca dan memahami setiap 
informasi yang diberikan oleh bank sebelum menggunakan produk atau layanan. Ini penting 
agar nasabah mengetahui hak dan kewajibannya, serta bisa menghindari potensi masalah di 
kemudian hari. Misalnya, sebelum menandatangani perjanjian kredit, nasabah harus 
memahami sepenuhnya tentang suku bunga yang akan dikenakan, denda keterlambatan, dan 
hak-haknya dalam proses pelunasan kredit. Hal ini akan membantu nasabah mengelola 
keuangan mereka dengan lebih baik dan menghindari risiko yang tidak diinginkan. 
 
Informasi yang diberikan oleh bank harus terus diperbarui secara berkala, terutama jika 
terdapat perubahan-perubahan penting yang bisa mempengaruhi nasabah. Bank wajib menjaga 
agar nasabah selalu mendapatkan informasi terbaru tentang produk atau layanan yang mereka 
gunakan. 
 
 
Kesimpulan  
Perlindungan hukum terhadap nasabah bank di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan 
terus berkembang. Meskipun terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang perlindungan nasabah, masih banyak kasus di mana hak-hak nasabah 
diabaikan atau dilanggar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk 
meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah bank. 
  
Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain: 
  
- Meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar nasabah lebih memahami hak dan 
kewajibannya dalam transaksi perbankan. 
- Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap industri perbankan untuk memastikan 
bahwa bank mematuhi aturan yang telah ditetapkan. 
- Meningkatkan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
untuk memudahkan nasabah dalam menyelesaikan masalah dengan bank. 
- Mendorong bank untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dan 
etika bisnis dalam menjalankan operasionalnya. 
- Memperkuat kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk 
membangun kerangka perlindungan hukum yang kuat dan berkelanjutan. 
  
Dengan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan perlindungan hukum 
terhadap nasabah bank di Indonesia dapat ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap 
sistem perbankan dapat diperkuat. 
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